Jakarta, 06-09-1993

Nomor
: 802.42/7305/SJ



Kepada

Sifat

:



Yth. 
Gubernur Kepala Daerah  

Lampiran
: 




Tingkat I 

Perihal
: Penempatan Alumni Sekolah 
di-




  Tinggi Pemerintahan Dalam

SELURUH INDONESIA 



  Negeri (STPDN) Tahun 1993

Dengan hormat diberitahukan, dan mengharap perhatian saudara sepenuhnya perihal tersebut diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04-09-1993 telah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Alumni STPDN tahun 1993 sebanak 490 orang bertempat dikampus stpdn Jatinangor Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2. Berbeda dengan alumni STPDN tahun sebelumnya karena pertimbangan strategis dari DEPHANKAM, maka penyelenggaraan PAMILWA bagi Alumni STPDN tahun 1993 untuk sementara ditunda karena menunggu hasil evaluasi dari PAMILWA Alumni STPDN sebelumnya.

3. berhubung dengan itu para Alumni STPDN tahun 1993 akan dikembalkan ke propinsi Daerah Tingkat I asal masing-masing calon dan mengingat jenis kepegawaian mereka adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, maka untuk memudahkan dalam pembinaan kepegawaian khususnya mengenai penggajian serta keterkaitan dengan unit organisasi yang menangani kemiskinan, maka mereka akan dimutasikan dari Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri ke Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Daerah Tingkat I.

4. Penempatan mereka harus mendukung program Pemerintah untuk mengentaskan Daerah miskin/tertinggal dan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural dengan prioritas sebagai kasubsi pada seksi PMD kantor Kecamatan, sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

5. Khusus untuk pengisian jabatan Sekretaris Desa sangat selektif dan harus diperhatikan hal-hal dibawah ini:

1) Jabatan tersebut sedang kosong.

2) Pejabat yang menduduki jabatan tersebut sudah berusia 56 tahun.

3) Pejabat yang menduduki jabatan tersebut tidak berpotensi lagi atau tidak mampu.

4) Tidak menimbulkan keresahan di Daerah tersebut.

5) Memperhatikan pertimbangan LMD.

6. Dalam pada itu untuk menjamin keseimbangan dan kesinambungan para Alumni APDN, maka secara simultan para alumni berasal dari 20 APDN (Daerah) yang potensial dan sekarang belum menduduki jabatan struktural, untuk mendukung program Pemerintah seperti dimaksud butir 4 diatas, agar mereka dimutasikan dan diproyeksikan menduduki jabatan Kepala Sub seksi/Kepala Seksi pada kantor Kecamatan.

7. Oleh Karena itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I segera memerintahkan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I mengadakan koordinasi dengan Ketua BAPPEDA Tk I, Kepala Direktorat Pembangunan Desa, Kepala DIKLAT, Kepala Biro ORTALA, Kepala Biro Tata  Pemerintahan, Kepala Biro Pemerintahan Desa, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk I secepatnya menyusun rencana penempatan mereka sesuai kebijaksanaan butir 4 diatas, sedang pemutasiannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

8. Perlu pula kami kemukakan bahwa biaya yang ditanggung oleh Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah biaya perjalanan dari Jatinangor Sumedang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ke masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I yang dituju ditambah lumsum selama 3 (tiga) hari, sedang biaya perjalanan dari masing-masing Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I ke Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II, kecamatan, Kelurahan dan Desa dibebankan kepada APBD Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

9. Adapun jumlah Alumni STPDN tahun 1993 dimaksud butir 3 (tiga) diatas terlampir dalam surat ini, sedangkan daftar nama mereka disampaikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Mutasi pemindahan mereka dari Sekretariat jenderal Departemen Dalam Negeri ke Direktorat Pembangunan Desa seluruh Indonesia dan Keputusan Kenaikan Pangkat menjadi Pengatur Muda Tk i (II/b) terhitung mulai tanggal 1-10-1993 masing-masing telah disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia pada acara Wisuda/pelantikan pada tanggal 4 September 1993 yang lalu di Jatinangor.

Demikian untuk maklum.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL

H. SURYATNA SOEBRATA

Tembusan disampaikan kepala Yth.

1. Sdr. Direktur Jenderal  Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

2. Sdr. Direktur Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

3. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

4. Sdr. Kepala Badan DIKLAT Departemen Dalam negeri di Jakarta;

5. Sdr. Ketua STPDN di Jatinangor Sumedang Jawa Barat;

6. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 802.42/7305/SJ
TANGGAL 6 September 1993


JUMLAH ALUMNI STPDN TAHUN 1993
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	DAISTA ACEH

SUMATERA UTARA

RIAU

SUMATERA BARAT

JAMBI

BENGKULU

SUMATERA SELATAN

LAMPUNG

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANATAN SELATAN

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

BALI

D.I YOGYAKARTA

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

MALUKU

IRIAN JAYA

TIMOR TIMUR
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3

3
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8
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8
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